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PENDAHULUAN 

A. tatar Belalcang Masalah 

~emberlakuan U'ndang-undang Nomor 32 Tahun ~004 tentang 

Pemerintah Daerah dengan essensi kebijakan oto.nomi, Ciilerah yang bergulir 

dewasa ini telall atenempatkan kabupaten daQ; kofa sebagai tifik berat 

otonomi ruunpaknya akan memberi harapafi _yang lebih baik _ bagi daerah 

unt!U< dapat menge9'bangkan diri. ofottomi juga memberikan harapan bagi 

masyarakat untuk dapat menikn1ati ·pelayanan pul::llik yang lebih baik dan 

terciptanya g<lirn demoRrasi <;!! daerah serta m~munculkan hara2.an baru bagi 

~ . . 
masyarakat un'tuk tnemperoleh\ kebijakan-kebijakan daerah yang lebih 

mementingkan rulsib mereka daripada hanya sekedar mengakomodasikan 

keingi.nan pemerintah. pusat sebagaimana yang telah terjadr di ~ yang 
~ ~ -- _, 

lalu . / .. 
Otonomi -<:tkerah dengan berbagai harapan yang di dalamnya bukan 

lagi hanya merupa.kax1 suate reto rika belaka ruunun telah .menjadi realita. -
yang barus ditangani dengan seroangat untuk ~makin memajukan 

kehidupan masing-masing daerah dalam suatu ikatan Negara K:esatuan 

Republik Indonesia. Kebijakan otonomi dae.rah dengan 'Qarapan yang ada di __ .,. ~ """" 
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dalamnya harus senantiasa disikapi dengan kerja keras agar semua harapan 

yang diinginkan oleh kebijakan otonon\i daerah dapat segera terwujud. 

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah rukt dan Daerah clisebutkan bahwa sumber 

pen~patan asli daerah ferdiri dari hasil pajak daerah, has!l_retribusi daerah, 

Msil perusahaan miiik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah 

~I 
lai.nnya yang djpisahkan dan lain';lain pendapatan asli daerah yang sah. 

Pengelolalin Pajak E>aerah dan Retribusi D~erah diatur dengan Undang

Undang Nofuor 34 Tahun 2000 ten~g Pajak 1Jaerah dan Retribusi Daerah 

serta peraturan pel.aksanaan lainnya termasuk Peraturan Daerah. 

Me_nurut Ins~Idndro,_Okl< (1994:1} diilcuh kaitannya dengan pemberian 

oto.nomi kepada daerah dalarn merencanakan, menggali, meng~lola dan 

menggunakan~eUllngan daerah' sesuai dengan kondisi daerah, Pehdapatan 

Asli Dear_:Yl (PAD) dapa!_.. dipandang seb.Mai salah ~tU j ndikator a tau 

kieteria unnJ:k mertgurangi keterganhmgan suatu daerah kepada pusat. Pada 
"" 

_prinsipnya seA-Jkm besar Pendap atan Asli Daerah (P:AD) kepada APBD akan 

mennnjuk~an semakin_ keci!_ ketergantunga:n d'aerah kepada pusat. 

/ Koswara dalam Yusuf Sy:~wal (2001; 33) m enyatakan bahwa ciri utama 
j ' ' 

yang menunju.kkan suatu daerah otonom mampu be.rotonomi teriJtak pada 

kemampuan keuangan 2!ae~. Artinya tlaerah harus men@ki kewenangan 
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dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, 

mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. J<etergantungan pada 

Pemerintah pusat harus seminirnal mungkin, sehingga pendapatan asli 

daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang 

didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai 

prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya merupa'kan salah satu 

komponen sumber penerimaan keuangan daerah disamping penerimaan 

lai.nnya berupa dan perimbangan, pinjaman daeral\ dan lain-lain penerirnaan 

daerah yang sah. Meskipun PAD tidak seluruhnya dapat mernbiayai APBD, 

sebagaimana yang dikatakan oleh Santoso (1995:20) bahwa proporsi PAD 

terhadap total penerimaan tetap merupakan indikasi "derajat kemandirian" 

keuangan suatu pemerintah daerah. 

Kabupaten Serdang &dagai adalah kabupaten yang dirnekarkan dari 

kabupaten Deli Serdang dan dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2003 Tentang Pemekaran Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang 

Bedagai pada tanggal 15 Januari 2004. 

Sebagai daerah otonom, ~bupaten Serdang Bedagai dituntut untuk 

dapat memiliki kernandirian terutama dalam hal penggalian dan pengelolaan 
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sumber-sumber keuangan daerah. Salah satu komponen PAD yang menjadi 

andalan adalah penerimaan dari retribusi daerah, seperti yang terlihat pada 

tabel 1 memper~tl<a:n besamya salah 'satu jenis pen~ daerah, yaitu 

besainya penerimaan retribusi paJr dan besamya penerimaan retribusi 

daerah di Kabupaten Serdarig Bedagai. 

11abell 
RealisasfFenerimaan Retrlbusi Pasar dan Retribusi Daerah 

di !Cabupaten Serdang Bedagai, 2004 - 2007 

Tahun Jtdribusi "Rdribusi PAD Total ~enerimun 
Anx~~:mn Puar (Rp) Daerah (Rp) (l;lp) Daer"iah (Rol 
2004 98.956,500 719.582.094..50 1.589.795.358;50 20.724.212.393,50 
2005 164.926.000 1.656.909.101-.20 9.820.991.878,70 47.695.882.966,70 
2006 215.. 980.250 2. 990:753:130 10.463:855.142 59.288.324.050.00 
2007 .180.810.000 ~ 3.a87.107.9o6 7,4zy.809.781• 30.988.867.639.00 . . Somber. Oispenda K.abupalerr lierdang Becbgai;;. Rebpatulasl Realisaat Penenmaan 

Retribusi Daenh, 200'J.l 

Berdasarkan tabel l retribusi pasar sebagai sa!ah satu jenis penerimaan 

daerah dapat"dijadikan andalan penerimaan di sektor retribusi daerah. Hal 
_,. ...,.,. - _,. 

in.i saaras dengan yang d~takan oleh Sailtoso (1995:20}"bahwa retribusi 
I 

pasar di banyak~daerah kabupaten dan kota di Indonesia menjadi sumber 

penerirnaan Pendapatan Asli Daerah )lang aukup berarti. Retribusi pasar 

, 
akan turut menentukan beSamya tingkat kemandirian sliatu daerah u.ntuk 
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Berdasarkan uraian diatas, kajian tentang retribusi pasar dapat dikaji 

lebih menarik terutama pada sisi potensi penerimaan retribusi pasar 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kajian ini dilandasi oleh dua hal, 

yaitu {1) berdasarkan data yang ada pada Dinas Pendapatan Kabupaten 

Serdang Bedagai, bahwa pada empat tahun terakhir penerimaan retribusi 

pasar selalu tidak dapat mencapai/ melampaui target yang telah ditetapkan. 

Hal ini menunjukkan bahwa penetapan target penerimaan selama ini 

masih dibawah potensi p_enerimaan retribusi pasar. Dengan demikian masih 

adanya peluang dan kesempatan untuk dapat meningkatkan penerimaan 

rLtribusi pasar; dan (2) di Kabupaten Serdang Bedagai belum pemah 

diadakan penelitian tentan_zpotensi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli 

Daerah. 

i)(~ 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dapat dil:um~kan permasa!ahan sebagai 

' 
berikut: 

l . Apakah terdapat kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) di I<abuJ)aten Serdang Bedagai? 

2. Bagaimanakah tingkat pertumbuhan Retribusi Daerah dan Retribusi Pasar 

di Kabupaten Serdang Bedagai? 
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3. Bagaimana.kah pengaruh faktor-faktor penerimaan pasar 

terhadap penerimaan retribusi pasar eli K.abupaten Serdang Bedagai? 

4. Bagaimanakah tingkat eqsiensi dan efektivitas retribusi pasar di 

K.abupaten Serdang Bedagai? 

C. Tujuan.Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerimaan retribusi 

pasar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya yang dapat dirinci sebagai 

berikut. 

1 

2. 

Untuk meng, tahul kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli 

Daerah eli K.abupaten Serdang Bedagai. 

Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan .retribusi daerah dan retribusi 

pasar di K.abupaten Serdang Bedagai. 

3. Untuk mengetahui pengaru.h penerimaan faktor-faktor pasar terhadap 

penerlmaan retribusi pasar di I<abupaten Serdang Bedagai. 
( 

4 Untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efesiensi penerimaan retribusi 

pasar berdasatkan target penerimaan retribusi pasar eli l<abupaten 

Serdang Bedagai. N 



 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain 

adalah : 

7 

1. Bagi Pemerintah daerah Kabupaten Serdang Bedagai, dapat dijadikan 

masu.kan untu.k meningkatkan Pendapatan Asll Daerah melalui 

Retribusi. Pasar. 

2. Memberikan masu.kan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang 

Bedagai, sebagai acuan dalam pembuatan kebijakan tentang Retribusi 

Pasar. 

3. Diharapkan dapat menjadi b\lhan perbandingan bagi para peneliti yang 

melakukan penelitian tentang retribusi pasar. 


